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Dalam Jaman ini semakm dzsadarx bahwa manusza ‘adalah makhluk yang' '

khas, yang mempunyal Suaty keluhuran !erterztu Kesadaran akan derajat- :

manusxa demlklan ini terungkap dalam’ pengakuan bahwa senap manusia
mempunyaz hak-fzak asasi, Dan waktu ke waktu kesadaran hak- hak asasx
manusia ini dirumuskan semakin jelas dan terperinci, Adapun keseluruhan
hak-hak asasi tersebut perlu dibela dan dijamin perwujudannyva demi men-
}unﬂmg tmggl martabat manusia..

Perumusan hak- hak asasi manusia dewasa ini sesungguhnya merupakan
suatu Jpenemuan besar sejarah umat manusia atas keluhuran martabat Ke-
manusiaannya sendiri. Sudah selayaknya hasil temuan .yang mengidentifikasi
.citra kemanusiaan ini terus-menerus semakin dijadikan kesadaran umum yang
selyas-luasnya (secara kuantitas) -dan khususnya. juga semakin dipertajem
sertq -diperdalam. kekayaannya (secara kualitas). Supaya dengan demikian,
hak-hak asasi manusia perseorangan dan keseluruhan dapat lebih dihayati, d;~
jadikan pegangan, dan ditegakkan pengamalannya. o

-'Maka ‘ulasan ini dimaksudkan demi turut meluaskan kesadaran umum
masyarakat akan martabat kemanusiaannya sendiri dan juga mencoba me-
resapkannya ke dalam kebudayaan yang dicita-citakan bangsa Indonesia vaitu
Masyarakat Pancasila. Dari sebab itu pembahasan hak-hak asasi manusia ini
akan mencakup: pertama, hakikar hak-hak asasi manusaa, kedua, sejarah
perkembangan hak-hak asasi manusia.

HA.K_IKAT HAK-HAK ASASI MANUSIA

" Ciri-ciri dasariah manusia jalah bahwa manusia itu bersifat dinamis,
merdeka, "dan sos1al Manusm adalah dmamzs karena diri manusia mem-
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- agaimanapun_klia Tnasing-m :
___-pasn berbuat balk atau berbuat buruk terhadap sesama manusm dan-' nila




' :s;ein'_e__r'_ti:bér}akﬁfi:-_angkﬁh.: dan kikir terhadap.orang miskin;. menipu ko_ns_umf_:h,
melalaikan kewajiban, penahanan sewenang-wenang; «dan lain ssebagainya.
Justruidalam perbuatan;moral-kecil ataupu ..b_eSar;--inilah;;.s_eseorang--'znemp;er_-_

lakukan sesamaniya sebagai subyck:atau obyek. Dalam perbuatan baik saya -
- “memperlakukan orang lain sekaligus uga diriku sebagai subyek-yang disem=
‘purnakan dan disejahterakan, sebaliknya dalam perbuatan buruk saya mem-

~-perlaknkan orang: lain sehagai-obyek untuk kemajuan dan kesejahteraanki

»# Ternyata-dalam kehidupan bermasyarakat: orang banyak sekalimelakus
-.-kaniperbnatan:buruk-yang semakinj zhatisyaiturmireka hanya'memuaskan
hawa nafsunya sendiri, schingga mengorbankan sesajna -manusia menjadi alat
untuk kemajuan dan kesejahteraan diri sendiri. Haj demikian ini juga berlaku
antara perorangan dan kelompok, atau antara kelompok satu dan kelompok
lainnya. Sebagai akibanya, berlangsunglah kemarahan dan perlawanan, man
saling menmbalas dan mengalahkan, Ketegangan dan permusuhan, persaingan
licik ‘dan sul kerja sama untuk saling membina késempurnaan dan Ke-
sejahteraan masing-masing. Oleh karena itu dirasakan perlinya ada lembaga
kekuasaan vaitu negdra yang befkﬁa:sa'_mém_béng_ﬁé_ tertib kemasyarakatan
secara keseluruhan, sehingga organisasi kekuasaan ini efekiif mencegah atau
menyelesaikan berbagai perbuatan jahat di samping berkemampuan menye-
lenggarakan keadaan baik bagi warga masyarakat untuk bekerja sama saling
menyumbangkan kemainpuarnya demi kemajuan dan kese jahteraan bersama
vang setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya. Jadi merupakan tuntutan kodrat
sosial manusia agar terselenggara kehidupan bernegara yang mengorganisasi
berbagai fungsi/peranan untuk mengembangkan peradaban dan " kesejah-

teraan umum masyarakatnya. s

Dalam rangka membatasi dan mencegah perbuatan-perbustan buruk
dalam. kehidupan .bermasyarakat : tidak -«cukuplah diajarkan pengertian dan
anjuran moral. - Uniuk itu negara masih perlu. menuangkan moralitas itu ke
dalam hukum positif, .sehingga negara dapat menggunakan kekuasaannva un-
tuk menindak pelanggarannya sebagai perbuatan jahat'dan memaksakan agar
tertib. keteraturan ditegakkan: dalam ‘kehidupan bermasyarakat., Demikian
juga-agar kesempurnaan dan kesejahteraan setiap warga masyarakat dapat
tersglengeara, :maka konsepsi mengenai Syarai-syarat untuk pengembangan
peradaban dan- kesejahteraan umum - tidak cukup hanya diajarkan secara
mor@;gqui masih perlu dituangkan dan ditegaskan dalam hukum ‘positif,
Kesemuanya ini. terungkap dalam usaha para- pemikir kenegaraan untuk
memakiumban dan meng-undang-undang-kan hak-hak asasi manusia, Maka
hak-hak -asasi manusia merupakan kesadaran manusia akan syarat-syarat
serta-upaya-upaya tertentu untuk mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan
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Untuk jaman sekarang ‘berbagai syarat dan upaya yang menjamm ke~
' majuan ‘dan kesejahte:xaan setiap orang di seluruh dunia, sudah dimakiiumkan
e agam hak-hak asasi PBB dalam:Pernyataan Sedunic tentang Hak~hak
: '.;Asasr Manusza"pada ianggal 10 Desember 1948 Namun pemyaiaan hak—hak

: _sankm atas pelanggarannya Selama pernyataan hak hak asasi manusia’ anasih
~ berupa anjuran moral dan tanpa penerapan sampai sekonkrit- konkr:mya serta
-sanks: tegas dalam hukum pelaksanaannya dalam kehidupan negara, hak-hak
““asasiiyang dengan ‘susah- -payah digali dari: se;arah umat manusia akan tez‘ap

rmgga! .sebagaz seman tanpa a'aya NN : :

; Dan ulasan d1 atas dapat dxs;mpuikan bahwa hak hak asa51 manus:a
memanﬂ meru ak:_an bawaan dan marfabaf hak:k: manusm yang cin:iptakan

ienggarakan it secara maksunal dan optimal yaztu negara. Tanggung Jawab
negara. dalam’ mstansx—mstansmya ialah untuk. menyerukan maupun semakm‘
memper;eias halg__hak asasi_manusia sebagal pesan moral dan mengopera-
smnalkannya'sebagaz hukum p051£1f hidup bermasyarakaz Mamun akh;mya
hukum (posmf) negara tidak akan ada artinya, jikalau tidak dt!aksanakan
oieh warga negara Dalam hal ini menjad: ingas pokok aparatur, negara
terutama para pemxmpmnya dan .instansi penegak hukum, unituk menjach
te[adan dan penggerak pembangunan negara hukum, schingga setiap . dan
seluruh warga negara dimudahkan dan didorong untuk mewujudkan hak
asasinya dan menghormati hak asasi warga yang lain ataupun saling meieng»
kapi menyelenggarakan hak asasi bersama.

- Disayangkan bilaiyang sering kali terjadi para pejabat aparatur negara'dan
instansi penegak hukum justru banyak menyelewengkan kepercayaan‘yang
diamanatkan tuntutan hak-hak asasi-Kemanusiaan dari masyarakatnya.: Se-
hubungan dengan ini budaya Nusantara telah mengumandangkan peringatan
moral ’pagar ‘makan tanaman,’’ ‘yang pasiilah kebijaksanaan ini diangkat
dari pengalaman sosial di Nusantara. Apabila keadaan ini yang terjadi;-maka
kehidupan bernegara dijadikan negara kekuasaan dan bukan negara hukum.
Jelaslah demi- hak-hzk asasi manusia keadaan demikian harus diperbaiki
khususnya oleh’ pucuk-pucuk ‘pimpinan ‘pemerintahan dan instansi peregak
hukum secara kepeloporan® menegakkan “hukum - dengan membersihkan,
memperbaiki, 'dan memantapkan -aparatur penegak hukum untuk berdava
membangun negara hukum betul-betud, Jika-tekad ini dijadikan gerakan na-
sional yang jujur miscaya akan disambut dan didukung oleh masyarakat




" HAKIKAT DAN PERKEMBANGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

SEJARAH ERKEMBANGAN HAK-HAK ASASIMANUSIA -

sas pe amaan di muka hukum dan asas pengadllan bebas yang tidak

'memahak pun. sebagal hak hak asasi manusia yang menomoi ‘dalam j jamarn k;ta
ini telah ierdapar daiam permtah Raja Thuimose dari Mesir kepada Ketua -
‘Mahkamah Agung Pekhmire dalam ‘tahun 1500 Sébelum Masehi: ”Slkap
memihak merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Dewa. Ajaran ini yang
harus dilaksanakan: engkau harus berbuat sama untuk semua orang. Hendak-
lah mema '"daug orang yang kau kenal seperti orang yang udak kau kenal, dan
memperlakukan orang yang ‘dekat dengan seperu orang yang jauh darx
egiti pl s_as isogoria (kebebasan berblcara} dan isonomia (persamaan ]
muka hukurn) sudah d:tegakkan ch negara—negara kota Yunam Purba ratusa

_ta uh Sebelum Masehl . Vi

D; sampmg itu d: Sana—sxm Juga terdapat negara—negara kerajaan yang :
mengmundang-undang-kan hukum yang menegakkan hak asasi manusia ken~
datipun tidak begitu sempurna, termasuk kerajaan di Nusantara ini seperti
pemerintahan Ratu Syima di Kerajaan Mataram Hindu dalam abad VII
‘Masehi. Apabila kita membaca Kirab Suci masing-masing agama atau kebi-

' Jaksanaan bangsa—bangsa seperti- terungkap dalam pepatah atau penbahasan
nya, maka akan terjumpax pula ajaran—ajaran yang mehndungl berbagal hak-
:asas; manusxa

Pada pokoknya peianggaran hak-hak asasi manusia satu terhadap ma-
nusia lain berdasar atas sikap mau memperalatkannya uniuk kemajuan dan
kese]ahteraan diri sendiri. Tidak d1peduilkan bahwa hak asasi orang lain d:—
korbarikan karenanya. Perbedaan kemampuan di antara sesama manusia
tidak d:manfaatkan unfuk saling melengkapi secara sederajat zetapl d'-

2 Mihat chharcl W Nlce, ed Treasury of the Rule of Law.
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masyarakat m&smg»masmg warga mf:mentmgkan hai«:»haknya sendm s&m
tidak saimg menghormaiz hak-hak warga lainnya,ibahkan-justru menyes
dan merampasnya, Orang, kelompok, bangsa yang cenderung semakin mem-

perbesar hak= haknya sendiri itu mau tak'mau menguasai dan mengekspioatas; S

-hak-hak orang, kelempok ‘hangsa’ lam Dengan sendirinya seluruh keaélaam'._=

_e;arah_ mat. manusm yang dztandm ulah: pa, { pengua.s‘a besar mau

keil; yang mempemleh kekuasaan karena: dlpercaya atau karena. merebutnya CORTRETRRE

pada :rnnmnya mendudukkan diri: sebagal ‘penguasa masyarakat yang haws
diabdi dan dituruti-pendapat atau perintahnya. Akhirnva pendapat: atau pe-
rintahUini pun biasa dilembagakan 'sebagai ‘peratvarn - atan -hukum, vang
peianggaran—pelaﬂggarannya ‘akan:dikenakan:shukuman, ‘Yang: dijadikan . -
-peraturan ‘atau hukum ‘bukanlah hak asasi'manusia melainkan kepentingan -
penguasa. Hal'ini terjadi di-mana-mana i muka bumi selama pemerintahan
raja-raja, para diktator, masa kolomahsme bangsa—bangsa Dan bahkan
:sudah dalam pemermtahan demokrasi j Jaman sekarang ini pun ma51h sering di-

: pai. Dapa.t dikatakan bahwa dalam j jaman perbudakan, Jaman feodalisme

\ dengan penggolonvan kaum bangsawan dan rakyatjelata, jaman imperialisme
'dengan ‘nafsy pengajahan bangsa Jain; ter}adﬁah ‘manusia/kelompok/ bangsa
yang satu memperkosa hak-hak manusxa/ kelompok/ bangsa yang lain sebagal
“penguasa terh [ BHA} : -

“Dalam hal ini di kerajaan Inggns beriangsung tradisi perkembangan’ ke
‘arah penghargaan hak asasi manusia. Pada tahun 1164 diakui Constitution'of
“Clarendon ketika Raja Henry meminta Great Council’ (semacam Dewan Per-
\t;mbangan Agung) uniuk bersxdang merumuskan berbagax hal yang dlanggap
Zsebaga.i baik untuk’ kebiasaan dalam pemermtahan Supaya kalau raja bertin-
dak lain danpada yang telah ditetapkan akan mudah diketahni leiak késa-
dahan raja. Tetapl pada awal abad ke-12 Inggris berada di bawah Raja John
vang memerintah dengan sewenang- wenang. Raja bisa berbuat sesuka hatinva
:ba er_hadap kemerdekaan seseorang, wanita, maupun hak mshk Yang pa-
_'hng merasakan ha] ini 1alah kaum bancsawan yang meskzpun mempunyai’ hak
xsnmewa atau kekayaan akan tetapi kaiau sudah menghadapi raja, maka
Etldak berkuasa untuk menpertahankam apa yang dirasakan sebagas haknya
Karenanya Raja J' ohn dibenci oleh kebanyakan bangsawan Pada tahun 1214
ketika Raja’J ohn mendapat keka}ahan besar’ dalam perang dengan Raja ?hlilp
“dari Peranc:is para bangsawan merasa saat inilah }cesempatan sebaxk-balknya
umu 'mengadakan aksi ierhadap rajanya Eaum bangsawan dan pampi

iDra, T.8. Yudana dan Sumanang SH, Hak-hal Asas: Marrusm {FT Gunung Agung, Jaircarta},
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Gereja berikrar akan memberontak, apabila raja menolak tuntutan mereka,

‘Raja‘yang tak berdaya merasa tiada jalan lain daripada berdamai dan mene-
'nma dokumea tuntutan mereka Magna Charta 15 Juni 1215. ;

Pada mtmya Magna Charta memaksa raja untuk tidak melakukan penc-

;_;ambllan hasil bumi begitu saja-tanpa. persetujuan mereka, untuk tidak -me-
spuduh; smenangkap, menahan, dan menuntut. seseorang tanpa pengadilan
‘yang dapat dipercaya, apabila orang telah ditahan atau dirampas -miliknya

akan segera mendapat ganti rugi/ perhalkan Rumusan ini bertujuan mem-

‘batasi: tindakan- sewenang-wenang dari raja. Kendatipun piagam ini tidak
_..begitu:berarti bagi pendudnk secara umum, namun untuk masa ite sudah
smerupakan suatu kemajuan besar. Bukan dalam rumusan yang tidak tepas

dansangat feodal terletak arti dan pengaruhnya yang luas, tetapi dalam infer-

:pretasi .generasi selanjuinya yaitu rakyat Ingpris menafsirkannya bahwa hak

raja bukanlah tak terbatas atav absolut melainkan harus memperhatikan hak-

‘hak 'rakyat vang tak boleh dilanggarnya. Magna Charta ini mulai mengem»
-bangkan tradisi bahwa hukum adaloh lebih tinggi daripada raja.

Dalam abad ini juga filsuf Thomas Aqumas {1225-1274) menekankan
peranan hukum bagi kehxdupan bernegara, sebab hanya secara negara hukum
manusia dapat fidup sungguh-sungguh manusiawi dalam masyarakat. Mev
nurut Thomas. tugas pokok negara ialah melalui hukum menciptakan masya-

.rakat yang adil, aman dan damai. Ditegaskannya bahwa tujuan negara di-

bawahkan kepada tujuan masing-masing warganya yaitu kebahagiaan di dunia
dan akherat, sebab setiap individu manusia dalam dirinya mempunyai nilai
mutlak..Oleh karena itu, negara selalu harus bertindak sesual dengan Aukum
kodrat manusia, sehingga semua hukum positif buatan negara harus meng-

‘konkritkan hukom kodrat. Sebagai konsekuensinya, tindakan negara yang
-bertentangan dengan hukum kodrat tidak lagi wajib ditaati oleh warga negara.

Dan . apabila penguasa menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungannya
sendiri atau melanggar kewajibannya terhadap rakyat, maka rakyat be_rqu
untuk metmecainya.

Bagaimanapun  pembangunan negara hukum pastilah membutuhkan
negara dan negargwan yang kuat, sebab apabila tidak demikian, niscaya rak
akan berdaya mengatasi pelanggaran atau pembangkangan terhadap teriib
hukum. Hal semacam inilah yang justru banyak terjadi menjelang Jaman
Modern. Ketika itu keadaan berbagai negara dirasakan lemah yang akibatnya
di mang-mana terdapat kerusuhan, kekacauan, kekosongan hukum, korupsi,
tiada kedisiplinan, kebejatan moral, perpecahan dalam agama Kristen dan
perang agama, oportunisme, intrik dan permusuhan, perpecahan nasional,
dan lain-lain. Situasi ini memunculkan filsuf-filsuf yang mencita-citakan ke-




" se}ahteraan dan kema_]uan masyarakat dengan cara_kekemsan, keberaman o

_ di Perancis, ‘dan’ Hobbes d1 Inggms Kemasya
' _rakata_ yan udah begu:u mengecewakan dan 1MEn] ngkelkan menyeba
_ anlebih, daripada biasa; vang. dinilai
ter!alu e}cstnm dan berat sebelah dan kacamata yan kurang mengeru kon

mene_kankan bahwa penguasa hanya boieh mengenai satn tujuan 1a1ah mem
pertahankan® dan menambah - kekuasaannya. Demi tujuan “ini berdasarka
kondm Italia saat itu disimpulkannya, bahwa segala cara apa pun boleh. Dis

pandangnya despotisme Aanya diperlukan untuk proses menciptakan suatu
negara dan memperbalkl suatu negard yang' kofup: ‘Tetapi ‘jika' negara sudah
dalam keadaan berés, ‘menurut Machiavelli harusada Dartisipasi rakyar sepertl' :
dalam Repubhk Romaw1 kuno “dan “kekuasaan dijalankan sesuaz a‘eng'
hukum : ang menJamm hak mlhk dan hak Iam warga negara EEER RN

Dalarn pengamatan J ean Bodm (1530 1596) kekuasaan adalah sama sek _
beracia di atas hukum, sehmgga kedauiatan adalah norma tertmggl atas warga _
negara dan: tldak terbatas oleh suatu hukum karena kekuasuan_itu Sendiri -
merup 'kan sumber ‘hukum_dan. konsrztusz Maka Bodin mengemukakan. .
bahwa tanpa periu mmta persetujuan siapa pun kedaulatan dapat . memberi
hak m kepada warga negara bersama—sama atau masing-masing. Semua OI-
ganisasi: somai di daiam negara hanya mempunyal kewenangannya karena'
d;setujm oieh negara, . .

".Me_nurut :pandangan -Thomas Hobbes (1588-1679) manusia itu hidup untuk
dirinya sendiri-sendiri, saling mencurigai dan memusuhi. Manusia terhadap
manusia.lain:bagaikan srigale (homo homini fupus). Masing-masing merasa
terancam. Namun manusia ingin hidup dalam ketentraman, keteraturan,:dan:
perdamaian; sebab itu kekacauan harus diakhiri. Untuk itu perlu diciptakan
negara yang terhadapnya semua harus tunduk. Karena semua bary tunduk.
kepada-apa. yang ditakuti, maka negara harus diberi kekuasaan tak ier-
batas-di mana’ individu-individu menyerahkan semua hak- -haknya kepada
negara: Kemutlakan kekuasaan negara inilah harga yang harus dibayar supaya
setiap orang tunduk kepada peraturan-peraturan negara. Hobbes menegaskan:
bahwa negara ‘diadakan’ untuk melindungi individu dari penindasan dan’an-.
caman atas hak hidupnya, maka negara tak usah dxtaati dan bemkhzr!aiz
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ANPERKEVMBANGAN HAK-TIAK ASASLMANUSIA

derajatnya.: ‘etapidalam kenyaiaan masyarakat justra yang terdapat adalah: -
di mana-mana -Re_b_ébasan:--_t'cgi:)e_lgngguf ‘dan ..priii_sip_.::k_eseaafajataﬁ"manu_sia_ s
ingkari; hal it berieniangan dengan hak kodrati manusia. “Ini‘berartibahwa

kemasyarakatan tersebut ‘merupakan formasi-sosial yang ‘keliru, salah, da
'ba_hkaﬁifg:.jaha!t;'.fkarena.iim.".njasyarakat ‘manusiar Aorys dikernbalikan kepuda

keadaan kodratinya yakni kéadaan merdeka dan: kesamaani.

: _-"Dalam hal ini negara Inggr_is__mfcmeiopo'ri _pef;gakﬂan,hak asasi manusia

tersebit. Padi fabun 1628 dikeluarkan Paifion of Rights yaich oalam bas,
perwakilan diajukan berbagai pertanyasn méngenai hak-hak rakyal Besersa.
Jaminarnya kepada raja yang akan menjawabnya di hadapan sidang badan =

' perwakilan pula.. Dari pertanyaan dan: jawaban .’ ini" didapat. penegasan’.
mengenai hak-hak yang sebelumnya’ tak ada ketentuan sama sekali. Dari sini-
lah hak-hak “rakyat yang :ha'_r'us;'_éiihérmati oleh para pemegang kekuasaan
sedikit ‘demi sedikit menjadi semekin Juas. Khususnya dalam tahun 1670 di--
tetapkan Habeas Corpus Aét yaity surat ‘perintah Taja agar setiap orang yang
ditahan segera difiadapkan ke muka hakin (paling lama tiga hariy dan"di=
betitahu tuduhan ‘atdsnya ia'ditalian, ' Ini berarti bahwa hak asasi kemerde-
kaan perorangan menjadi‘lebih nyata; karena ketika itu cukup biasa orang’.
ditangkap dan ditahan secara tidak adil. Dari sinilah berasal prinsip hukum: -
penting agar crang hanya bolehditahan ‘atas perintah hakim, o

“Filsafat politik - John' Locke (16321707} memandanz negara menerima;
kedaulatannva dari warga negara.dengan tujuan untuk menjamin agar seticp.
warga-negara tidak 'saling melanggar-hak-haknya. Megara bertugas meny_é_—_:z
lenggarakan keteraturan dan ketentraman umum. Supaya para penyelenggara
negara melaksanakan tugasnya dan-justru tidak ‘melanggar hak-hak warga
negara, maka negara harus dikontrol secara ketat. Pembangunan keteraturan.
dan ketentraman. maupun penegakan hak-hak ‘warga negara ini dituangkan
dalam undang-undang yang dikasilkan oleh Parlernen-dan kemudian harus
dilaksanakan oleh Raja. ¥arenanya jika penyelenggara negara melanggar
perundang-undangan, ia'akan kehilangan haknya atas ketaatan warga negara
dan warga negara berhak untuk menentangnya. R R &

‘Dengan demikian John Locke dipandang sebagai teoretikus monarki kon-
stitusional dan pemikirannya sangal mempengaruhi proses revolusi politik-di
Inggris dari kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Apabila sebelumnya
kedudukan Parlemen hanya sebagai dewan penasihat saja, maka sesudah:ini
berperan-sebagal pemegang kedaulatan rakyat yaitu menentukan kebijaksa-
naan negara yang dikehendaki rakyat. Tegaknya demokrasi di Ingeris-ini
adalah kemenangan perjnangan golongan anii-raja dalam The Glorious
Revolution tahun 1688 di mana Raja Stuart James 11 yang makin sewenang-
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wenang digulingkan dan digantikan oleh William dari Oranye yang menjadi
Raja Kenstitusional. Kepada Raja William yang baru diminta menjadi.raja
dipaksakan hak-hak Parlemen terhadap Pemerintah yaitu Bill of Rights tahun
1689:. Raja harus memerintah negara sesuai dengan undang-undang yang di-
tetapkan oleh Parlemen. Sekaligus beberapa hak individu diakui seperti hak
untuk mengajukan petisi,” hak ‘uniuk berdebat bebas dalam Parlemen, ‘dan
larangan terhaciap hukuman yang beriebxh—iebthan

Ahran Aufkiaemng terutama berkembang di Perancis dengan pemxkirnya-
yang terkemuka: Charles de Montesquieu (1683-1755), Francois Arouet de
Voltaire {1694-1778), dan Jean:Jacques Rousseau {1712-1778). Dalam kema-
syarakatan feodal di daratan Eropa mereka menekankan aspek kesamaan
manusia, sebab pada saat kelahirannya semua manusia menurut kodratnya
mempunyai potensialitas yang sama. Sesudah itu keadaan manusia selanjut-
nva tergantung pada keadaan mereka vang bermacam-macam, sehingga satu
sama lain berkembang secara berlainan. Ketidaksamaan sosial yang ada se-
karang dinilai akibat jalan hidup orang dan perkembangan masyarakat yang
tidak sewajornve, di mana keserakahan merajalela, orang saling menghisap,
dan orang ingin meninggikan diri terhadap yang lain. Apalagi dalam masya-
rakat tirani vang penuh kesewenang-wenangan sungguh masyarakat mencapai
kebobrokannya di mana orang-orang yvang adalah subyek dijadikan budak-
budak, kebebasan dan kesederajatan manusia tiada lagi. Maka dicita-citakan
pembangunan negara deniokrasi yeng menyelenggarakan hak kebebasan,
kesamaan, keamanan, dan keadilan sosial. Montesquieu menekankan pe-
rombakan monarki absolut menjadi monarki konstitusional di mana dipi-
sahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian tiga ke-
feuasaan ini secarg konsekuen dikatakannya akan menjamin keseimbangan
antara tiga kekuasaan, schingga kesewenang-wenangan bisa dicegah  dan
rakvat dapat memperdengarkan suaranya. Secara demikian dapat terwujudlah
kebebasan warga negara sebesar mungkin dan terbina semangat hukum.

Emmanuel Kant {1724-1804) berpandangan bahwa semua manusia harus
diperlakukan sebagal /ujuan-fujuan dan bukan melulu sebagai alat-alat, sebab
manusia merupakan pribadi rasional yang mempunyal fujuan dalam dirinya
sendiri. CGleh karena itu, setiap manusia tidak boleh dipertakukan sewenang-
wenang menurut kehendak perorangan. Apabila seseorang memperalatkan
sesama manusia, maka ini berarti pelanggaran terhadep hak kemanusiaannya
vang adalah tujuan untuk dirioya sendiri. Menurut Kant setiap manusia
adalah anggota yang aktif dari suatu kerajaan tujuan-tujuan (ein Reich der
Zwecke), karena semusa manusia sama-sama mampu mewujudkan kehendak
yang baik.

Pemlklran Aufklaerung dari ¥ropa itu pun berkembang ke Amenka
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warga negara Amenka Eksploa{am oleh kerajaan }nggris dan peneniang o
dari penduduk Amenka makm memuncak menjadi Revolusz Amerlka tahun“;; -

ice.yang dxmaklumkannya menycmkan bahwa semua manusza dxcxptak
ole Tahan sederajat dan -dianugerahi hakﬁhak asasi-yang tak mungkin di
. nadakan d"'antaranya ‘hakhidupy kemerdekaan ‘danmengejar kebahagtaan
Deklarasi Ani* menegaskan ‘bahwa pemermtahan pada hak;katnya didirikan'
dari’ kuasa rakyat ‘dan fungsinya adalah wntuk’ menjamin dztegakkannya hak'-: :
asaszrzya m: Maka jika' pemermtahan Justru’ memperkosa hak’ asasi war
negaranya, adaiah ‘menjadi hak asasi seliiruh’ warga negara untuk meruntiths
kannya démi mendirikan pemermtahan baru yang benar—»benar menecak!c :
hak asasi kémanusiaan' méreka, e

Berdlrmya kedaulatan rakyatdi Inggris dan asas pemenntahan menye-.
Ienggarakan ‘hak’asasi’ manusig ‘di* Amenka itn mempunyal ‘pengaruh besar=
atas meletusnya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Revolusi Perancis ‘pada..
dasarnya adalah ‘gerakan” kemasyarakatan luas ‘merombak rata masyarakar
Jfeodal; yang mengo:bankan hak asasi rakyat umum demi kepentingan 1ap;sanf‘f'
bangsawan ‘Revolusi ini mencetuskan deklarasi besar tentang ‘hak asasi ma-
nusia“dalam Declaration des: dro:ts de ' I’home et du’ c:toyen Deklara& me-
nandaskan bahwa * ”ket;daktahuan ‘ketidakpedulian, atau peremehan hak_
asasi manisia adaiah sebagai satusatunya sebab dari kemalangan masyarakat’
dan’ kebobrokan pemermtaharf *’ Maka Revolusi Perancis merasa terpanggﬁ"
untuk menverukan deklarasinasional resmi perihal hak-hak asasi manusia dan
warga negara (17 pasal), .dengan tujuan agar hak-hak asasi manusia secara’
meluas disadari, dihormati, dan ditegakkan khususnya di negeri Perancis.

Revolusi demokrasi di Inggris yang mendirikan monarki konstitusional,
Revolusi Amerika yang menumbangkan kolonialisme, dan Revolui Perancis
yang menjebol feodalisme, yang kesemuanya memumung tinggi dan meng-
kodifikasikan (mengundang-undangkan) hak-hak asasi manusiz serta mem-
bahanakannya ternyata menghimbau masyarakat dunia sebagal pernyatean
kritik terhadap sistem pemerintahan feodal! dan kolonial, sekaligus menya-
darkan bangsa-bangsa lain akan hak-hak asasi mereka vang diperkosa se-
wenang-wenang cleh pemerintah mereka vang feodal atan kolonial. Revolusi
hak asasi itn inspirasinva terus-menerus membangkitian pergerakan sosial
. dan nasional demokrasi bangsa-bangsa pada abad ke-19 di Benua Eropa dan

A g lrrr T Bed cmrm o caTae ST oL M 4R T 4w w4 o omw e







